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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 4 TAHUN 2019 

TENTANG 

TATA CARA PERAN MASYARAKAT 

DALAM PERENCANAAN TATA RUANG DI DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk 

dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang dan 

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 

tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam 

Perencanaan Tata Ruang di Daerah; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725); 

 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
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Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 

tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5490); 

 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang 

Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5160); 

 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang 

Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6133); 

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang 

Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6219); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA 

CARA PERAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN TATA 

RUANG DI DAERAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah provinsi dan kabupaten/kota. 

2. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang 

menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang. 

3. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk 

menentukan struktur ruang dan pola ruang yang 

meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. 

4. Rencana Tata Ruang Provinsi yang selanjutnya disebut 

dengan RTR Provinsi adalah hasil perencanaan tata 

ruang yang meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis 

Provinsi, dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil. 

5. Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang selanjutnya 

disebut dengan RTR Kabupaten/Kota adalah hasil 

perencanaan tata ruang yang meliputi Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Rencana Tata Ruang 

Kawasan Strategis Kabupaten/Kota dan Rencana Detail 

Tata Ruang Kabupaten/Kota. 

6. Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi yang selanjutnya 

disingkat RTRWP adalah hasil perencanaan tata ruang 

wilayah provinsi yang berisi tujuan, kebijakan, strategi 

penataan ruang wilayah provinsi, rencana struktur ruang 

wilayah provinsi, rencana pola ruang wilayah provinsi, 

penetapan kawasan strategis provinsi, arahan 

pemanfaatan ruang wilayah provinsi, dan arahan 

pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. 
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7. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang 

selanjutnya disingkat RTRKSP adalah hasil perencanaan 

tata ruang wilayah dalam lingkup provinsi yang penataan 

ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh 

yang sangat penting terhadap kepentingan ekonomi, 

sosial, budaya, dan/atau lingkungan. 

8. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

yang selanjutnya disingkat RZWP3K adalah hasil 

perencanaan tata ruang laut provinsi paling jauh 12 (dua 

belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas 

dan/atau ke arah perairan kepulauan yang merupakan 

penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan 

ruang laut nasional. 

9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang 

selanjutnya disingkat RTRK/K adalah hasil perencanaan 

tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berisi tujuan, 

kebijakan, strategi penataan ruang wilayah 

kabupaten/kota, rencana struktur ruang wilayah 

kabupaten/kota, rencana pola ruang wilayah 

kabupaten/kota, penetapan kawasan strategis 

kabupaten/kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah 

kabupaten/kota, dan ketentuan pengendalian 

pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. 

10. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota 

yang selanjutnya disingkat RTRKSK/K adalah hasil 

perencanaan tata ruang yang wilayahnya diprioritaskan 

karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam 

lingkup kabupaten/kota terhadap kepentingan ekonomi, 

sosial budaya dan/atau lingkungan. 

11. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota yang 

selanjutnya disingkat RDTRK/K adalah RTR di wilayah 

kabupaten/kota, yang menggambarkan zonasi/blok 

pemanfaatan ruang, struktur dan pola ruang, sistem 

sarana dan prasarana, dan persyaratan teknik 

pengembangan tata ruang. 

12. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok 

masyarakat dan/atau organisasi masyarakat yang 
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terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang, 

memiliki keahlian/keilmuan di bidang penataan ruang, 

memiliki pengalaman di bidang penataan ruang, 

dan/atau kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang. 

13. Forum Pertemuan adalah kegiatan tatap muka secara 

langsung.  

14. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus 

diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan tata 

ruang daerah karena dampaknya yang signifikan bagi 

daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, 

mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan 

datang. 

 

BAB II 

PELAKSANAAN PERAN MASYARAKAT 

DALAM PERENCANAAN TATA RUANG DI DAERAH 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 2 

Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan tata ruang 

di daerah dengan melibatkan peran masyarakat. 

 

Pasal 3 

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

dilaksanakan dalam bentuk penyampaian masukan dan 

kerja sama dalam perencanaan tata ruang di daerah. 

 

Pasal 4 

(1) Rencana tata ruang daerah terdiri atas RTR provinsi 

dan RTR kabupaten/kota. 

(2) RTR provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

terdiri atas:  
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